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Aris Setyo Nugroho. E 0005106. 2010. PERLINDUNGAN KEBEBASAN 
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN 
TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI 
MANUSIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan 
terhadap perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan cyber media. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisa dengan intepretasi gramatikal dan intepretasi 
sistematik terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam undang-undang No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah 
melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai 
hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah 
diuraikan bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut yang berkaitan dengan 
kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu 
larangan tanpa disertai hak. Berdasarkan itu, maka ketentuan tersebut dirasa masih 
menimbulkan mutitafsir dan ketidakjelasan. Sehingga memerlukan pengaturan 
lebih lanjut dalam UU ITE ini. 
Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk ke dalam hak politik 
seseorang dan hak pribadi, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus 
dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak juga 
meimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, 
maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang. 
Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai hal 
tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-
makhluk lainnya di muka bumi ini. Sebagai pertanda sebagai makhluk yang paling 
sempurna, dapat dilihat dari hakekat abstrak kodrat manusia itu sendiri, yaitu 
makhluk yang monodualistis dan sekaligus monopluralis. Dikatakan monodualis 
karena manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, 
sekaligus makhluk yang mandiri, susunannya terdiri dari jiwa dan raga, dan sifat 
kodratnya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Hakekat kodrat 
manusia masing-masing merupakan biner paradoksal, namun ketiganya terhimpun 
menyatu dalam diri pribadi manusia sehingga disebut sebagai monopluralis. 
Terkait dengan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, 
pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. 
Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan YME yang dimiliki manusia sejak ia 
dilahirkan sekaligus, karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan 
adanya faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, 
jenis kelamin dan kebangsaan, juga dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra 
legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan 
hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum 
buatan manusia. Oleh karena itu terhadap hak ini adalah satu sisi dikatakan sebagai 
suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum 
alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah, keberadaannya tidak 
dapat dikurangi oleh siapa pun (non derogable rights). Sudah menjadi kewajiban 
setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak 
tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara 




Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya 
berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, 
semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi 
memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-
prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, 
perlindungan HAM merupakan ekses dari adanya demokrasi yang menjamin 
kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip 
kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-
benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran 
ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, 
majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir internet (John W, 
Johnson, 2001: 51). Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengung-
dengungkan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah membawa angin 
segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan 
melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan 
tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di 
Indonesia saat ini. 
Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan 
perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah 
dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku 
pengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan 
terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar 
demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide 
pengeluaran pendapat media (John W, Johnson, 2001: 56). 
Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-
negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini 
dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online 
melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi 
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet 
merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat 




berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk 
mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna 
menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.  
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah 
diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga 
menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari 
masyarakat. Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama 
Prita Mulyasari yang terjerat salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan 
kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. 
OMNI Internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat 
elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. 
Prita mengirimkan email berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak 
rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain 
dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra“. Emailnya menyebar ke 
beberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-
temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di 
RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang 
disandangnya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari 
sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran 
nama baik. Namun penulis tidak akan membahas lebih dalam mengenai kasus yang 
dialami ibu beranak dua ini.  Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang  sangat 
luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh 
politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka 
beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang 
adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui 
keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang 
beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak 




Sebenarnya kasus mengenai upaya yang dianggap pengekangan terhadap 
kebebasan berpendapat tidak hanya dialami oleh Prita. Sebab sebelumnya telah ada 
beberapa kasus yang hampir sama menimpa para pihak yang berusaha 
mengeluarkan pendapatnya. Seperti yang dialami Alvin Lie dan Narliswandi Piliang 
pada Juni 2008 lalu, dimana Narliswandi dituduh mencemarkan nama baik karena 
menulis di dalam blog pribadinya. Selain itu pada November 2008 juga terdapat 
sebuah kasus yang berusaha mengkriminalisasi kebebasan berpendapat yang 
dimiliki seseorang. Erick J Adriansjah dianggap menyebarkan rumor melalui internet 
terhadap beberapa bank terkait kesulitan likuiditas. Dari beberapa kasus-kasus 
diatas, sudah cukup membuktikan bahwa kebebasan berpendapat yang notabene 
sebagai hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh negara, tapi pada kenyataannya 
malah begitu mudah untuk dimasukkan penjara dengan tuduhan pencemaran nama 
baik. Sekarang baru marak beredar tentang aksi dukungan terhadap kasus yang 
menjerat para pimpinan KPK Bibit Samat. R dan Chandra. H melalui media internet 
yakni sebuah jaringan pertemanan. Di dalam dukungan tersebut banyak komentar-
komentar serta pendapat-pendapat masyarakat mengenai kasus ini. Apakah 
pendapat rakyat ini juga akan terkena pencemaran nama baik? 
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ini juga 
dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta 
kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Undang-
Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah 
dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum 
dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang 
lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan 
dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan 
kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-
batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat 
dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang 
diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu 
substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, 




Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya 
melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 
dengan judul : “PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA 
INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI 
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, 
karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi 
persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan 
penelitian.  Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 
yang akan diteliti yakni : 
Bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
dalam perspektif HAM ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut 
memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya 
mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas 
permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan  Obyektif 
Untuk mengetahui perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet 
yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang ditinjau menurut perspektif Hak Asasi Manusia. 




a. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara 
khususnya mengenai perlindungan kebebasan berpendapat melalui media 
internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dalam Hak Asasi Manusia.  
b. Untuk penyusunan skripsi guna melengkapi  tugas dan memenuhi 
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian tersebut dapat 
memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang 
lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya 
bagi bidang Hukum Tata Negara secara teoritis dalam mengkaji perlindungan 
kebebasan berpendapat melalui media internet dalam UU ITE ditinjau dari 
perspektif HAM. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat sebagai acuan 
bagi penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bagi penyusunan 
rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil 
kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan yang baru, serta dapat menambah khazanah keilmuan dan 
mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca, khususnya bagi civitas 
akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 





E.  METODE PENELITIAN 
 Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola 
untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. (Joko Poerwono, 1998: 54) 
Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid 
diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan 
pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. (Soejono Soekanto, 1986: 6). 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian 
doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian 
doctrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang 
bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. (Peter 
Mahmud Marzuki, 2008: 33).  
  Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum 
normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, 
penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah 
hukum dan perbandingan hukum (Soejono Soekanto, 2006: 51). Penelitian ini 
memfokuskan diri pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum yaitu 
pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, 
yakni berkaitan dengan hak perlindungan kebebasan menyatakan pendapat yang 
diniliki oleh seseorang. Doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
doktrin hukum progresif, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa 




yang diharapkan. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui 
perlindungan kebebasan berpendapat dalam undang-undang ITE. 
2. Sifat Penelitian 
 Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif 
dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 22). Sebagai suatu penelitian yang 
bersifat preskriptif, penelitian hukum ditujukan untuk mendapatkan saran-saran 
mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan 
(Soejono Soekanto, 2006: 10). Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
preskripsi dan terapan mengenai perlindungan kebebasan berpendapat melalui 
media internet dalam undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008. 
3. Pendekatan Penelitian 
 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan 
pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian 
ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (statute approach), 
dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 
dikaji, yakni tentang perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet 
dalam undang-undang ITE, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang dipandang 
telah membungkam hak kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang.  
4. Jenis Data 
  Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
yaitu memiliki ciri-ciri (Soejono Soekanto, 2006: 28) : 
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka; 
b. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-
peneliti terdahulu; 




 Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari 
bahan pustaka, dan dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan  antara 
lain : 
a.   Buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan 
pandangan klasik para sarjana; 
b.   Jurnal-jurnal hukum yang berisi tentang hak asasi manusia;  
c. Peraturan perundang-undangan yang terkait tentang hak asasi manusia atau 
berkenaan dengan perlindungan kebebasan berpendapat; 
d.  Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan 
perlindungannya, dan; 
e.  Artikel atau tulisan-tulisan tentang kebebasan menyatakan pendapat dan 
perlindungannya, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Sumber Data 
  Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang 
timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa seyogianya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber 
penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). Sumber-sumber penelitian dapat 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum 
tersier. Dalam penelitian ini, sumber-sumber penelitian yang digunakan antara 
lain : 
  a.   Bahan Hukum Primer 
  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya memiliki otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari UUD NKRI Tahun 1945, 
undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 




Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 
 b.   Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini 
dapat berupa buku-buku, teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-
tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat 
dari studi kepustakaan. 
   c.   Bahan Hukum Tersier 
 Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 
kamus bahasa maupun kamus hukum. 
6.   Teknik Pengumpulan Data 
  Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan 
reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit 
tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soejono Soekanto, 
2006: 21). 
  Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik 
pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi : 
a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dimulai dengan 
penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas-asas hukum, UUD 




Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political 
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b.  Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan 
kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan 
perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat dalam UU ITE tersebut. 
c.  Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku 
hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat, 
serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini. 
7.   Teknik Analisis Data 
  Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, 
karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari 
permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi atau 
penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekonstruksi buah 
pikiran yang tak terungkapkan di dalam undang-undang. Ia menyatakan “Dieses 
geschieht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des Gesetzgebers 
versetzt und diese Tatigkeit in sich kuntslich wiederholt, also das Gesetz in ihrem 
Denken von Neuem entstehen laszt “ (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 106).  
  Sedangkan Sudikno mengatakan bahwa Interpretasi atau penafsiran 
merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan 
gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat 
diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (Sudikno Mertokusumo, 
1993: 169). Penafsiran atau interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum antara 
lain : interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teologi atau 




Di dalam beberapa literatur dikenal juga interpretasi autentik. Bahkan 
interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik dapat dimasukkan ke dalam 
interpretasi sistematis. 
 Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan satu interpretasi, 
beberapa interpretasi yang digunakan oleh peneliti yaitu interpretasi gramatikal, 
yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan 
undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau 
bunyinya. Selanjutnya interpretasi autentik, yakni penjelasan yang diberikan 
oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang (Sudikno 
Mertokusumo, 1993: 170). Selain itu peneliti juga menggunakan jenis 
interpretasi sistematis yang menurut P.W.C. Akkerman adalah interpretasi 
dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang 
yang saling bergantung (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 112). Dalam interpretasi 
sistematis ini hubungan tidak hanya dilihat secara teknis, melainkan juga dilihat 
asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah 
undang-undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di 
dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.  
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum 
yang disusun, maka peneliti menyusun penulisan penelitian sebagai berikut : 
HALAMAN JUDUL 








BAB I   : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang 
terdiri dari : 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  
 Pada bab ini akan diuraiakan mengenai tinjauan kepustakaan yang 
terdiri dari : 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat 
2. Tinjauan Tentang Media Internet 
3. Tinjauan Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
 Tentang ITE 
4. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia 
B. Kerangka Pemikiran 
BAB III  : PEMBAHASAN 
     Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian penulisan 
yang berkaitan dengan “Perlindungan kebebasan berpendapat melalui 
media internet dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM)“. 
BAB IV  : PENUTUP 
  Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian   




sebelumnya. Selain itu, juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan 
atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
 DAFTAR PUSTAKA 
 Berisi sumber-sumber pustaka dan bacaan dalam penulisan hukum ini. 
 LAMPIRAN 


























A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat 
a. Pengertian kebebasan berpendapat 
  Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan 
berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan 
bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau 
gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat 
merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau 
gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan 
berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang 
dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. 
  Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, 
merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu 
negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang 
negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai 
kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas 
mentakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. 
Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap 
orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga 
harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan 
undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin 
mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut (Krisna 




 Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan 
berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-
undang, diantaranya  : 
1). Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara 
dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa 
dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional (John W, 
Johnson, 2001: 53). 
2). Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa :  
“freedom of expression consists of two elements : the first is the freedom 
to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless 
of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus 
the freedom of expression protects not only the substance of ideas and 
information, but also their form, their carriers and the means of 
transmission and reception”. (Bonaventure Rutinwa dalam Jimly 
asshiddiqie, 17 : 2005). 
3). Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus 
dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap 
empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, 
kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila 
rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu 
pertanda tiadanya demokrasi.“ (Amien Rais dalam Krisna Harahap, 2003: 
73). 
4). Artikel 10 (1) ketentuan  freedom of expression dalam  “the European 
Convention on Human Right” menyatakan : “…applies not only to the 
content of information but also to the means of transmission or reception 
since any restriction imposed on the means necessarily interferes with the 
right to receive and impart information”. (“the European Convention on 
Human Right” dalam Jimly asshiddiqie, 18 : 2005). 
5). Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 




“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara 
untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”, (Pasal 1). 
 Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang  
dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa freedom of 
expression tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran 
atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan 
dalam artikel 10 (1) ketentuan  freedom of expression dalam  “the European 
Convention on Human Right”  menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan 
berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian 
dan sekaligus bentuknya. Seperti yang ditegaskan dalam artikel 19 (2) 
Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide dan informasi 
dapat diterima (received) atau ditransmisikan (transmitted) secara lisan atau 
tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih 
oleh komunikan atau penerima informasi. 
 
 b.  Dasar hukum kebebasan berpendapat di Indonesia 
 Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan seperti dalam : 
  1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
a). Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 




b).  Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya.“  
c).  Pasal 28 E ayat (3) : “setiap  orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.“ 
 d). Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan   
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia.“ 
2).Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat Di  Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa 
“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas 
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.“ 
3). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam 
Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk 
mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun 
elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.” 
4).Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional 
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang 
Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih 
lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab 
Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan 




substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga 
merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam 
Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan 
menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 
yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa 
campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak 
atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk 
kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan 
pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, 
tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain 
sesuai dengan pilihanny.”. 
 
2. Tinjauan umum tentang media Internet 
a.  Definisi tentang Internet dan cyber space 
Tidak  mudah untuk mendefinisikan tentang apa itu internet, sebab 
tiap orang akan berpendapat lain jika ditanya tentang pengertian internet. 
Istilah internet merupakan akronim dari Interconnection Networking, dalam 
dunia globalisasi internet diartikan sebagai global network of computer 
network (Johnny Ibrahim, 2005: 324). Internet adalah sumber daya 
informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya informasi tersebut 
sangat luas dan sangat besar, sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi, 
bahkan satu Negara yang dapat menanganinya sendiri. Internet adalah “a 
network of computer networks”, kita dapat memikirkannya sebagai suatu 
sistem yang mengkombinasikan berbagai komputer dari seluruh dunia 
kedalam satu komputer raksasa yang dapat dioperasikan dari komputer 
personal di depan kita.  




a). Dalam sebuah situs di internet yaitu MyPersonalLibraryOn 
Line.com, “internet” didefinisikan sebagai jaringan komputer yang 
menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, 
organisasi, maupun perorangan. 
b).  The US Supreme Court, mendefinisikan internet sebagai 
“internasional network of interconnected computers,” (jaringan 
internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan. 
(Reno V ACLU, 1997 dalam Abdul Wahid dan Moh. Labib, 
2007:31).  
c). Agus Rahardjo mengistilahkan internet sebagai jaringan komputer 
antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol 
transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) (Agus 
Rahardjo, 2002: 59 dalam Abdul Wahid dan Moh. Labib, 2007: 31). 
d).  Internet adalah sebuah jaringan mengglobal yang terbentuk dari 
berbagai jaringan komputer, masing-masing jaringan tersebut 
terbentuk secara terdesentralisasi namun saling terkoneksi 
melalui protokol yang disebut TCP/IP (John   December, 2006: 2). 
Internet adalah produk teknologi, maka pendefinisiannya pun 
sebaiknya mengikuti terminologi teknis. Namun terdapat 
kecenderungan untuk melakukan penyederhanaan terhadap definisi 
Internet. Istilah internet lalu dianggap mewakili medium tunggal, 
bukannya jaringan atau infrastruktur bagi pertukaran data digital atau 
“information superhighway”. Penyederhanaan tersebut dilakukan pula 
oleh sebagian pengamat/ilmuwan dari disiplin ilmu komunikasi, yang 
menyebutkan Internet sebagai new media dalam konteks sebuah 
medium tunggal, namun kadang memisahkan konteks Internet dengan 
new media. John December dalam Journal of Computer Mediated 
Communication. December dalam artikelnya Defining Units of 




komunikasi berbasis Internet harus diarahkan pada bagian-bagian yang 
lebih spesifik, karena Internet bukan medium tunggal namun memiliki 
berbagai bentuk media didalamnya.  
Internet communication is not a single medium sharing 
common time, distribution, and sensory characteristics, but a 
collection of media that differ in these variables. I define a 
unit of analysis called a media space, which uses the client-
server-content triad as the basis for its definition. This 
concept of media space is one way to describe how the 
Internet consists of a range of media  (John December, 2006: 
5). 
Menurut John December tersebut, Internet diposisikan sebagai 
infrastruktur telekomunikasi data digital, sementara yang dimaksud 
new media adalah aplikasi-aplikasi komunikasi antar manusia yang 
menggunakan jaringan Internet sebagai saluran pertukaran datanya. 
Internet diasosiasikan sebagai sistem jalan raya yang digunakan orang 
untuk membawa benda-benda dari satu tempat ke tempat lain. Jika 
jaringan jalan raya di dunia nyata digunakan untuk memindahkan 
benda-benda fisik berbasis atom, maka Internet digunakan untuk 
memindahkan material digital. 
Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tak terbatas. 
Dengan medium internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang 
dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terbatas ruang dan waktu, menjadi 
lebih mudah. Seiring dengan semakin populernya internet sebagai “the 
network of the network“, masyarakat penggunanya yang disebut internet 
global community (netizent) seakan-akan mendapati dunia baru yang 
dinamakan “cyber space”. Howard Rheingold mengatakan, cyber space 
adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artificial, dimana 
setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan 
sosial sehari-hari dengan cara yang baru (Abdul Wahid dan Moh. Labib, 
2007: 32). Lain dengan Howard, Agus Rahardjo menyebut cyber space 
sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated 
communication) yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia 




Terdapat teknologi lanjutan yang berlandaskan pada teknologi 
internet. Teknologi web, email dan chatting adalah teknologi yang 
melahirkan ruang interaksi antar manusia melalui perantaraan jaringan 
internet. Teknologi web melahirkan world wide web, teknologi email 
melahirkan sistem persuratan elektronik, teknologi chatting melahirkan 
aplikasi dan ruang chatting/percakapan tersinkron (synchronous) di ruang 
maya. Ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling sering digunakan 
sebagian besar pengakses internet, itulah sebabnya  Internet sering 
diartikan sama dengan world wide web, email, dan chatting. Pada 
perkembangannya sekarang teknologi web bahkan telah mampu 
mengintegrasikan fungsi email dan chatting dalam suatu halaman web. 
 
b.  Sejarah singkat Internet dan perkembangannya 
Awal munculnya internet tidak terlepas dari perang dingin antara Uni 
Soviet (USSR) dan Amerika Serikat setelah PD II dalam uji coba yang 
dilakukan oleh US Departement of Defense (departemen pertahanan 
Amerika Serikat) pada tahun 1969 dengan nama APRAnet (Advance 
Research Project Agency Network). APRAnet dibangun dengan maksud 
untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari 
pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan 
bila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila terdapat satu 
jaringan yang terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat 
secara otomatis dipindahkan kesaluran lainnya 
(www.MyPersonalLibraryOnLine.com).  
Pada mulanya jaringan ini disebut DARPA internet, lalu hanya disebut 
internet saja. Selanjutnya, seiring dengan diciptakannya Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), maka metode pengiriman data 
melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data 
dengan tujuan masing-masing dalam satu paket menjadi sangat mudah, 




bertahap mengembangkan jaringannya dengan nama NSFNet. Selanjutnya 
internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis, dengan 
menghubungkan berbagai perguruan tinggi. 
Awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, 
meliputi remote acces, e-mail/messaging, maupun diskusi melalui news 
group (usenet), belum ada layanan berbasis WWW (World Wide Web) 
seperti saat ini. Layanan berbasis WWW dirancang oleh Berners Lee di 
laboratorium Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire (CERN) di Jenewa. 
Sejak saat itulah pemakaian internet mulai menjamur di berbagai belahan 
dunia, hingga pada sekitar tahun 1994 masuk ke Indonesia. Sebelumnya, 
beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terhubung 
dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan Universitas 
dengan network di luar negeri. 
 
c.  Kelebihan dan kelemahan media internet 
 Secara umum, media internet memiliki kelebihan dibandingkan media 
lain yang selama ini ada, diantaranya adalah : 
1). Kelebihan media internet : 
a).  Efisien, dalam hal waktu; 
 b). Tanpa batas, penjelajahan melalui internet tidak mengenal        batas, 
baik ruang/tempat maupun waktu (Absence of boundaries); 
 c).  Terbuka selama 24 jam (24 hours online), internet dapat diakses 
selama 24 jam, jadi sewaktu-waktu penjelajah dunia virtual dapat 
melakukan penjelajahannya; 
 d). Interaktif, terdapat banyak situs-situs yang menyediakan fasilitas 




e).  Terjalin dalam sekejap (Hyperlink), informasi yang tersedia tersaji 
dalam bentuk hyperlink, berarti pengunjung dapat melompat dari 
satu informasi ke informasi yang lain baik yang mempunyai ikatan 
langsung maupun tidak memiliki ikatan (Johnny Ibrahim, 2005: 326). 
2). Kelemahan media internet : 
 a). Kesenjangan digital (Digital Divide) 
  Kesenjangan digital adalah adanya jarak/kesenjangan antara 
mereka yang memiliki akses terhadap teknologi digital dengan 
mereka yang tidak memiliki akses; 
 b). Content Credibilitz  
  Internet dapat diakses oleh hampir semua orang pada wilayah 
yang amat sangat tersebar. Telah lama dipercaya bahwa konten 
yang beredar melalui jaringan internet dapat dibuat oleh siapa saja 
dengan menyembunyikan identitas diri, sehingga kredibilitas konten 
menjadi sangat lemah. 
 
3. Tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) 
Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 merupakan payung hukum di 
Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Dengan kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik diyakini akan memperkuat kepercayaan internasional dalam 
transasksi bisnis (Pratiwi Utami, 2009: 153). Dengan adanya regulasi ini, 
Indonesia tidak akan dikucilkan dari pergaulan transaksi ekonomi internasional 
(Yasin Kara, tempointeraktif.com).  
 a. Pengertian dan cakupan materi UU ITE 




 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol 
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 
  2). Transaksi Elektronik 
 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 
elektronik lainnya. 
3). Tanda Tangan Elektronik 
 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentifikasi. 
4). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification Authority) 
Certification Authority atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik 
adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, 
yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 




 Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, 
orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam 
berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter 
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 
6).  HaKI 
   Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun 
menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di 
dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundangundangan (Pasal 25 UU ITE). 
7).  Data Pribadi (Privasi) 
 Penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang 
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 
orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan 
Perundang-undangan. 
8). Perbuatan Dilarang dan Ketentuan Pidana 
   a). Indecent Materials/Illegal Content (Konten Ilegal) 
 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta 
pemerasan, pengancaman, serta yang menimbulkan rasa kebencian 
berdasarkan atas SARA serta yang berisi ancaman kekerasan (Pasal 27, 
28 dan 29 UU ITE). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27, 
28 dan 29 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
hingga 12 tahun dan/atau denda antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar 
(Pasal 45 UU ITE). 




 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang 
lain dengan cara apa pun untuk memperoleh Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik serta melanggar, menerobos, 
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 UU ITE). 
 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 UU ITE, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 hingga 8 tahun 
dan/atau denda antara Rp 600 juta hingga Rp 800 ratus juta (Pasal 46 
UU ITE). 
c). Illegal Interception (Penyadapan Ilegal) 
 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
intersepsi atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang 
tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan 
adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan 
(Pasal 31 UU ITE). Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 31 UU 
ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 800 juta (Pasal 47 UU ITE). 
d). Data Interference (Gangguan Data) 
 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau 
mentransfer suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Orang lain atau milik publik kepada Sistem Elektronik Orang lain 
yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat 
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang 




melanggar ketentuan Pasal 32 UU ITE, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 8 hingga 10 tahun dan/atau denda antara Rp. 10 
miliar hingga Rp. 5 miliar rupiah (Pasal 48 UU ITE). 
e). System Interference (Gangguan Sistem) 
 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan 
apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau 
mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana 
mestinya (Pasal 33 UU ITE). Setiap orang yang melanggar ketentuan 
pasal 33 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar rupiah (Pasal 49 UU ITE). 
f). Misuse of devices (Penyalahgunaan Perangkat) 
 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, 
menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, 
mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau 
perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus 
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang dan sandi 
lewat Komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang 
ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan 
memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE). Setiap orang 
yang melanggar ketentuan Pasal 34 UU ITE, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 
miliar (Pasal 50 UU ITE). 
g).Computer related fraud & forgery (Penipuan dan Pemalsuan yang 
berkaitan dengan Komputer) 
 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan 
agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 




yang melanggar ketentuan pasal 35 UU ITE, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 
miliar (Pasal 51 UU ITE). 
 
 b. Pembentukan Peraturan Pelaksanaan 
 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) yang telah disahkan pada bulan April 2008, dalam 
pelaksanaannya masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan 
pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi 
Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Undang-undang ITE 
hanya mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah untuk mengatur : 
1) Lembaga sertifikasi keandalan; 
2) Tanda tangan elektronik;  
3) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik; 
4) Penyelenggaraan sistem elektronik;  
5) Penyelenggaraan transaksi elektronik;  
6) Penyelenggara agen elektronik;  
7) Pengelolaan nama domain;  
8) Tatacara intersepsi;  
9) Perlindungan data strategis. 
Selain mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah tersebut 
diatas, dalam UU ini juga dua Lembaga Baru. Dua lembaga tersebut 
yaitu Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi 
Elektronik masing-masing diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:  
1). Lembaga Sertifikasi Keandalan  
 Melakukan fungsi administratif yang mencakup registrasi, 
otentikasi fisik terhadap pelaku usaha, pembuatan dan pengelolaan 




Setiap pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik dapat 
memiliki Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Keandalan dengan cara mendaftarkan diri. Lembaga Sertifikasi 
Keandalan akan melakukan pendataan dan penilaian menyangkut 
identitas pelaku usaha, syarat-syarat kontrak dari produk yang 
ditawarkan, dan karakteristik produk. Jika pelaku usaha lulus dalam uji 
sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan maka akan memperoleh 
pengesahan berupa logo trustmark pada homepage pelaku usaha yang 
menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk melakukan 
usahanya setelah diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. 
2). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  
 Melaksanakan fungsi administratif mancakup registrasi, 
otentikasi fisik terhadap pemohon, pembuatan dan pengelolaan kunci 
publik maupun kunci privat, pengelolaan sertifikat elektronik dan daftar 
sertifikat yang dibekukan. Setiap pihak yang akan melakukan transaksi 
elektronik perlu memenuhi persyaratan minimum dalam UU ITE, singkat 
kata, memerlukan tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi 
elektronik. Tanda tangan elektronik ini akan lebih aman jika terdapat 
pihak ketiga selain para pihak yang bertransaksi. Pihak ketiga tersebut 
adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan fungsi utama adalah 
menerbitkan Sertifikat Elektronik yang memuat data pembuatan tanda 
tangan elektronik yang dikenal dengan ‘kunci publik’ dan ‘kunci privat’. 
Pelaku usaha yang ingin mendapatkan Sertifikat Elektronik untuk 
mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dalam melakukan 
transaksi elektronik dapat mengajukan permohonan kepada 
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Selanjutnya Penyelenggara 
Sertifikasi Elektronik akan melakukan pendataan dan penilaian meliputi 
identitas pemohon, otentikasi fisik dari pemohon, dan syarat lainnya. 
Setelah dinilai dan tidak ada masalah, dilanjutkan dengan penerbitan 
Kunci Publik, Kunci Privat, dan Sertifikat Elektronik. Dengan Sertifikat 




elektronik akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan 
para pihak yang bertransaksi. 
 
4.  Tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia  
a. Definisi Hak Asasi Manusia 
 1). Definisi Hak Asasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Hak asasi adalah hak-hak yang bersifat dasar atau pokok  (seperti 
hak hidup dan hak mendapat perlindungan) (Anton M. Moeliono, 1989: 
292). 
Manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi (mampu 
menguasai makhluk lain; insan; orang) (Anton M. Moeliono, 1989: 558). 
 2). Definisi menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat  pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
 
b. Tinjauan tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia meliputi : 
1). Persamaan Harkat dan Martabat  
Persamaan tidak berarti serupa atau bahkan mirip dipandang dari 
sudut jasmani dan rohani, bakat dan ciri masing-masing. Tetapi yang 
dimaksud disini adalah perbedaan-perbedaan yang ada sejak manusia 




mempengaruhi haknya sebagai manusia. Membedakan mereka 
berdasarkan warna, ras atau suku bangsa merupakan suatu penolakan 
dari persamaan ini dan juga merupakan ketidakadilan (Leah Levin, 1987: 
43). 
2). Anti Diskriminasi 
Suatu prinsip dasar yang tertera dalam seluruh deklarasi. 
Menjamin tidak adanya perbedaan dalam hal kebebasan dan hak yang 
didasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama dalam sistem 
hukumnya. 
3). Derogable dan Non Derogable Right 
Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat 
sejak lahir, hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa 
memperhatikan faktor-faktor pembeda seperti agama, ras, suku, jenis 
kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu bersifat supra legal, artinya tidak 
bergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai 
kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan 
dimiliki setiap manusia. Bukan karena perbuatan amal dan kemurahan 
negara, tetapi karena berasal dari sumber yang lebih unggul daripada 
hukum buatan manusia (Shad Saleem Furuqui, 1998: 13). 
Maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidaklah 
bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari 
Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya sehingga hak asasi manusia 
tidak dapat dikurangi (non derogable right). Oleh karena itu yang 
diperlukan dari Negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan 
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut (Rozali 
Abdulah dan Syamsir, 2002: 10). 
Hak-hak yang termasuk kedalam hak non derogable right atau 




a) Hak hidup; 
b) Hak bebas dari penyiksaan; 
c) Hak bebas dari perbudakan; 
d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian 
(utang); 
e) Hak bebas dari pemidanaan yang surut; 
f) Hak sebagai subyek hukum; 
g) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.  
     Namun tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat 
mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut 
derogable right atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi 
pemenuhannya. Hak-hak tersebut meliputi : 
a) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; 
b) Hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi 
anggota serikat buruh, dan; 
c) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi 
termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala 
macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan) 
(Ifdhal Kasim, 2001: xii-xiii). 
4). Universal  
Pada perkembanganya, hak asasi manusia dinilai bersifat 
universal, namun karena masyarakat memperhatikan keragaman 
kebudayaan dan tradisi masyarakat tersebut serta perkembangan sosio-
ekonomi, dan politik, sehingga tidak ada kesepakatan di seluruh dunia 
tentang hak-hak mana yang betul-betul mendasar bagi keberadaan 
umat manusia. Perbedaan kebudayaan merupakan fakta antropologi, 
sedangkan hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Ini berarti 
bahwa penegasan relasivitas serta penyangkalan terhadap universalitas 
nilai-nilai hak asasi manusia tidak mampu menjelaskan ajakan lintas 
budaya (Shad Saleem Furuqui, 1998: 26). 




Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan 
hukum dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan (Darwan Prinst, 2001: 13). 
6). Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi Tanggung Jawab Pemerintah 
Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua golongan 
minoritas terhadap bentuk diskriminasi apapun yang merupakan 
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Leah Levin, 1987: 41). 
 
c. Tinjauan Hak Asasi Manusia menurut The Universal Declaration of Human 
Right (DUHAM) 1948.  
Deklarasi yang disahkan tanggal 1 Desember 1948 ini terdiri atas 30 
pasal yang diantaranya mengatur hak-hak kemerdekaan, persamaan, 
kebebasan, hak hidup, tidak diperbudak, tidak dianiaya, keadilan, hak untuk 
berdomisili di suatu tempat, berkewarganegaraan, berkeluarga, hak untuk 
memiliki sesuatu, berpendapat, berserikat, jaminan sosial, pekerjaan, 
beristirahat, pengajaran, dan lain-lain (Djaka Wahyu Winarno. 2007: 2). 
Pasal 1 Universal Declaration of Human Right (DUHAM) menyatakan “semua 
orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang 
sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu 
sama lain dalam persaudaraan.” Dalam Pasal 2 Universal Declaration of 
Human Right (DUHAM) tertulis “setiap orang berhak atas semua hak dan 
kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada 
kekecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul, kebangsaan atau 
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukannya.” Kedua pasal 
tersebut merupakan hakekat tentang hak asasi manusia dalam Universal 
Declaration of Human Right (DUHAM) 1948. Dari hakekat tersebut, muncul 




bangsa di dunia. Hukum konvenan ataupun statuta dilahirkan dan dijadikan 
aturan main dalam tertib dunia dari hak-hak kebebasan.  
 Hak-hak ini secara garis besar dapat dibagi dalam dua macam hak. 
Yang pertama berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik, 
termasuk di dalamnya hak untuk hidup, kebebasan, keamanan 
pribadi; kebebasan dari penganiayaan dan perbudakan; partisipasi 
politik; hak-hak atas harta benda, perkawinan dan kebebasan dasar 
untuk menyatakan pendapat, ungkapan, pikiran, suara hati dan 
agama; kebebasan untuk berkumpul dan bersidang. Yang kedua 
adalah hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang berhubungan 
dengan pekerjaan, tingkat kehidupan yang pantas, pendidikan dan 
kebebasan hidup berbudaya (Lean Levin, 1987: 8).   
Prioritas yang mendasari hak-hak yang diumumkan dalam Deklarasi ini 
dimuat dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang dimulai dengan 
mengakui “martabat dan hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua 
anggota umat manusia“. 
d.   Konvenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) 1966. 
Kovenan hak Sipil dan Politik pada dasarnya memuat ketentuan          
mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur represif 
negara, sehingga dalam hal ini hak-hak yang diatur di dalamnya disebut juga 
hak-hak negatif (negatif rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang diatur 
dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi 
atau terlihat minus. 
Kovenan hak Sipil dan Politik bertujuan untuk menjamin, melindungi 
hak orang-perorang berkaitan dengan keamanan pribadi, kebebasan, proses 
hukum, partisipasi dalam kehidupan politik, keyakinan dan juga kebebasan 
politik. Dalam preambule perjanjian internasional hak sipil dan politik dari 
PBB dirumuskan “these right derive from inherent dignity of human person“ 
(hak-hak berasal dari martabat yang inheren dalam manusia). Hak ini 




pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai 
dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya (Miriam Budiardjo, 1996: 140).  
Sedangkan substansi dari Hak Sipil dan Politik meliputi : 
1) Hak untuk hidup; 
2) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang  kejam, 
tidak manusiawi atau penghinaan; 
3) Hak untuk tidak diperbudak; 
4) Hak  kebebasan dan keamanan pribadi; 
5) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan pengadilan 
dan badan peradilan; 
6) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; 
7) Hak sebagai subyek hukum; 
8) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; 
9) Hak untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat; 
10) Hak untuk menikah dan berkeluarga; 
11) Hak anak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi 
statusnya, hak untuk didaftarkan dan diberi nama setelah lahir, hak 
untuk memperoleh kewarganegaraan; 
12) Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan; 
13) Hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilu yang bebas; 
14) Hak memperoleh akses pada pelayanan umum atas dasar persamaan 
dalam arti umum; 
15) Hak atas persamaan kedudukan dihadapan hukum (non diskriminatif) 
(Kanwil Depkumham Jawa Tengah, 2007: 15-17). 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Kovenan Internasional Hak 
Sipil dan Politik ini telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam peraturan 
perundang-undangan No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional 
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-
Hak Sipil Dan Politik), sehingga Indonesia terikat dalam seluruh bagian dari 
substansi konvensi tersebut sebab telah menjadi bagian dari salah satu 
konstitusi di Indonesia. 
 
e. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 
 Tidak ada pengertian khusus tentang hak asasi manusia dalam  UUD 
1945. Hak-hak asasi manusia diuraikan dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J 




2000. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa manusia berhak atas 
hidup dan penghidupan yang layak, berhak atas pendidikan, perlindungan di 
dalam hukum kebebasan beragama dan berpendapat, penghormatan 
terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kebebasan dari perlakuan 
diskriminatif.  
 
f. Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999         
tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 
Hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak hidup, hak 
untuk berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak atas 
kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk 
turut serta dalam pemerintahan. Dalam undang-undang ini juga mengatur 
secara khusus hak anak dan wanita. 
 
g.  Kebebasan berpendapat dalam hak asasi manusia 
Munculnya hak atas kebebasan berpendapat dimulai saat       
terjadinya Glorius Revolution di Inggris pada tahun 1689, pada saat 
ditetapkannya Bill of Rights. Bill of Rights sendiri merupakan dokumen 
penting dalam rangka menghormati hak asasi manusia.  Pada dokumen 
tersebut, hak-hak individu dan kebebasannya mendapat perlindungan 
formal dalam undang-undang. Revolusi tersebut ditujukan kepada Raja 




1) Pemilihan anggota Perlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia; 
2) Diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; 
3) Warganegara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan 
beribadat menurut kepercayaannya itu. 
Setelah munculnya Biil of Rights di Inggris tersebut, menimbulkan 
banyaknya negara-negara yang mengadopsi ketentuan-ketentuan tentang 
hak-hak individu, khususnya perlindungan berpendapat tersebut. 
Diantaranya yang terjadi di Amerika Serikat, dimana telah terbentuk Biil of 
Rights Virginia yang telah diamandemen, dan dalam amandemen 
pertamanya terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap 
kebebasan beragama, kebebasan Pers, kebebasan menyatakan pendapat, 
dan hak berserikat. Mulai sejak saat itu hak kebebasan berpendapat 
mendapat respon tersendiri untuk dapat dihormati dan dilindungi. 
 




































Dari bagan tersebut, maka kerangka pemikiran dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki 
setiap orang yang cakap. Karena merupakan salah satu hak asasi manusia, maka 
kebebasan berpendapat ini haruslah dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi. 
Prinsip tentang perlindungan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran 
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hak kebebasan berpolitik juga dilindungi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, 
termasuk didalamnya hak kebebasan berpendapat, sehingga menjadi kewajiban bagi 
suatu negara yang menganut prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi 
untuk melindunginya. 
Sebagai salah satu negara anggota PBB dan negara demokrasi, maka Indonesia 
berkewajiban untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan atau konvensi-konvensi 
tersebut. Hal itu diwujudkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia sebagai hukum formal yang melandasi perlindungan dan 
penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam konstitusi negara Indonesia 
UUD 1945 sendiri juga telah mengatur tentang perlindungan kebebasan 
berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Sehingga membawa konsekuensi bahwa 
segala peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 
tersebut. 
Perkembangan teknologi dan informasi juga membawa dampak terhadap 
perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga para stakeholder harus mengambil 
langkah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk 
melindunginya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 
2008 muncul sebagai upaya melindungi HAM dalam ranah dunia cyber sebagai 
tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai 
bidang. 
Penelitian ini mengambil alur berpikir dari penjabaran tentang kebebasan 
berpendapat sebagai salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia yang universal, 
kemudian dihubungkan dengan perlindungan kebebasan berpendapat melalui 
media internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Apakah secara substansi, Undang-Undang ITE tersebut telah 
mengakomodasi kebebasan berpendapat melalui media internet dengan tidak 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia , UUD NKRI Tahun 1945 dan Undang-






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kajian Yuridis Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam UU ITE 
Sekarang ini, kita sedang memasuki era informasi yang berkembang makin 
kompleks dan hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi 
yang tepat. Semua hal yang kita hadapi saat ini merupakan informasi. Oleh karena 
itu, untuk menghadapinya, kita perlu dibantu oleh teknologi informasi yang dewasa 
ini semakin berkembang dan pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan 
umat manusia. Sehingga yang akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok di masa-
masa mendatang adalah hak atas informasi dalam bentuk dan coraknya. Bahkan hak 
untuk menyampaikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk dan coraknya 
masing-masing. Perlu dipikirkan bagaimana kemanusiaan yang bebas dan 
merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk menyampaikan dan 
mengetahui informasi, sehingga harus sejak dini diatasi agar informasi yang 
berkembang pesat ini dengan bantuan teknologi informasi di seluruh dunia ini 
jangan sampai merugikan orang lain.  
Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi 
yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. 
Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan 
keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan 
perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. 
Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson ”Sebuah negara dianggap benar-benar 
demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide 
pengeluaran pendapat media (John W, Johnson, 2001: 56).” Kebebasan 
berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai 
subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, 
berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 




mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan 
memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan 
menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak 
memandang batas-batas (wilayah).“ Perlindungan serta jaminan akan hak 
kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke 
dalam konstitusi  UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa 
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Ketentuan ini 
mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang 
dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan 
jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi, maka sudah 
menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya. 
Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, 
Media dan Informatika) telah diatur dalam  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai payung hukum di Indonesia 
untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, 
dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan 
kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari 
internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. 
Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga 
dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat 
internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi 
menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam 
kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal 
negatif. Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk 
kepentingan elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi manusia, kebebasan dan 
demokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa internet merupakan media 
penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara 
luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran 




dengan situs internet web yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun 
perorangan atau yang dikenal dengan blog. Selain itu terdapat juga lewat kegiatan 
surat-menyurat elektronik atau sering disebut email dan situs pertemanan yang 
marak belakangan ini. Jadi dari sisi positif, penyaluran informasi melalui media 
internet ini dapat memperluas hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh 
seseorang. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga 
rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur 
mengenai penggunaannya. 
Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di 
dunia maya di Indonesia diatur dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008.  Namun 
pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam 
Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan 
menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, 
khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk “setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.” Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes 
serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah 
mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek 
hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. 
Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan Judicial Review (Peninjauan 
Kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah 
mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun 
dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait 
Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki 
oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia. 
Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat 
juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
dalam Pasal 23 ayat (2) “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan 




kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Sehingga 
ketentuan mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE tersebut diatas harus 
relevan dengan Pasal 23 ayat (2) UU tentang HAM ini. Sedangkan sebagai salah satu 
hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat 
juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 sebagaimana telah 
diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang mana 
dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa segala ketentuan dan isi 
dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini. Oleh sebab itu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan 
terhadap kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang ini, yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa 
campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas 
kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk 
mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari 
pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya 
seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Sebagai hak politik, 
perlindungan kebebasan berpendapat menjadi mutlak sebab merupakan corong dari 
suara rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam penyelengaraan pemerintahan 
sehingga ikut dalam perkembangan demokrasi suatu negara. 
Dengan begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan kebebasan 
menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 
jelaslah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi atas 
perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini akan tampak 
berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) 
UU ITE No. 11 Tahun 2008 tersebut. Dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) 
dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang 
dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan 
pendapat tersebut.  
Mengkaji mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut, penulis 
melakukan penafsiran secara gramatikal atau secara bahasa. Dari ketentuan Pasal 




mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 
baik,” dapat kita bagi menjadi beberapa unsur yang dapat dibahas, yakni : 
1. Unsur “…dengan sengaja dan tanpa hak” 
Dalam klausul tersebut, dianggap masih sedikit kabur dan akan 
menimbulkan multitafsir, jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka 
didalamnya terdapat suatu unsur niat yang melatar belakangi perbuatan 
tersebut. Lalu bagaimana jika suatu pendapat seseorang yang sebenarnya tidak 
memiliki maksud menyerang pribadi atau nama baik seseorang, namun terdapat 
orang lain yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menggugat. Hal ini 
sangatlah bersifat subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat 
yang dikatakan menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur 
dalam UU ini. Selanjutnya mengenai “tanpa hak“. Dalam unsur tanpa hak ini, 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 2/PUU-VII/2009 menyatakan:  
“Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu 
kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan 
oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti 
pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa 
tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar 
menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” 
dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur 
tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa 
hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“ (Putusan 
MK No. 2/PUU-VII/2009). 
 
Sehingga unsur tanpa hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan unsur 
melawan hukum. Jadi unsur ini dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar 
ketentuan dalam perundang-undangan. Lalu bagaimana jika belum diatur dalam 




mengambil suatu pendapat dalam blog atau web tertentu, lalu kemudian 
dikirimkan kepada teman-temannya melalui email dan sebagainya, apakah hal 
tersebut juga dikatakan tanpa hak? Mengingat bahwa tulisan atau pendapat 
seseorang dalam blog ataupun web merupakan suatu hal yang bersifat publik 
dan dapat diakses oleh siapapun. Padahal yang dimaksud dengan kebebasan 
berpendapat disini tidak hanya terbatas pada penyampaian suatu pendapat atau 
gagasan kepada orang lain, tetapi juga meliputi usaha untuk mencari dan 
mendapatkan suatu informasi yang juga tidak terbatas pada media apapun. 
Berdasarkan atas putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut 
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan 
melawan hukum, maka penulis mencoba membandingkan dengan ketentuan 
Pasal 30 UU ITE ini yang dengan tegas menyebutkan secara eksplisit kata-kata 
“melawan hukum“. Jadi terdapat suatu perbedaan penggunaan kata di dalam 
satu Undang-Undang, tetapi menurut MK mengandung makna yang sama, 
sehingga terjadi ketidakkonsistensian dalam penggunaan kata-kata dalam satu 
Undang-Undang. Sebab terdapat dua kata dalam satu Undang-Undang, tetapi 
memiliki makna atau arti yang sama, jelas hal ini sangat membingungkan. 
Menurut M. Yasin Kara, salah satu Pansus penyusun Undang-Undang ITE ini, 
dalam salah satu wawancaranya di salah satu stasiun televisi mengatakan bahwa 
yang dimaksud tanpa hak disini ialah bahwa perbuatan yang memang benar-
benar dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas suatu data atau 
informasi tersebut atau dengan kata lain bahwa orang tersebut telah “meng-
intervir“ data atau informasi milik orang lain (M. Yasin Kara, TVONE. 27 
Desember 2009, 19.20 WIB). Jadi jika seseorang mengungkapkan pendapatnya 
melalui suatu data atau informasi miliknya sendiri, seperti email, dan jasa 
layanan pertemanan yang lain, dan ia memiliki suatu “pasword“ pribadi yang 
telah menjadi haknya, sebab hanya si pemilik yang memilikinya, maka tidak 
dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) ini. Hal ini berarti berlaku juga terhadap kasus 
yang menimpa Prita Mulyasari baru-baru ini jika penulis mengkaitkannya, 
sehingga Prita tidak dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. 




dapat diaksesnya informasi elektronik“ 
Unsur ini tidak dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2008 tersebut. Jadi apakah yang dimaksud dengan 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, yang dimaksud dengan mendistribusikan ialah kegiatan menyalurkan 
(membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat 
(Depdikbud, 1996: 238). Sedangkan pengertian mentransmisikan dalam kamus 
besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mengirimkan (meneruskan) pesan 
dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain (Depdikbud, 1996: 1071). 
Kedua unsur tersebut berdasarkan atas pengertian dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti mengatur terhadap upaya penyaluran suatu informasi atau 
pendapat seseorang. Lalu bagaimana dengan si pembuat, dalam hal ini adalah 
pemilik hak atas pendapat atau informasi tersebut. Sedangkan unsur “dapat 
diaksesnya“ memang lebih mengarah kepada si pemilik hak atas informasi atau 
pendapat tersebut, tetapi bagaimana dengan penyelenggara sistem elektronik 
atau penyedia layanan (Provider) yang menyediakan layanan sehingga informasi 
tersebut dapat diakses, apakah unsur ini juga mencakup hal tersebut (penyedia 
layanan/Provider). Hal tersebut diatas belum diatur secara terperinci dalam 
ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dengan 
pengaturan yang lebih condong kepada suatu upaya menyampaikan atau 
mengirim suatu informasi seseorang kepada orang lain tersebut, suatu saat akan 
banyak informasi-informasi yang tidak akan dapat tersampaikan kepada 
khalayak publik. Bahkan akan banyak para penyampai informasi yang akan 
terkena ancaman pidana jika dianggap telah menghina atau mencemarkan nama 
baik seseorang atau korporasi lain. Padahal penyampaian informasi atau 
pendapat tersebut merupakan suatu upaya dalam hal kontrol sosial dan upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan dalam pembukaan 
Konstitusi UUD NKRI 1945. Jika upaya ini dikekang, maka bagaimana dengan 
kehidupan demokrasi yang ada dalam negara Indonesia ini. 




Seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pengertian terhadap suatu 
pendapat atau informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran 
nama baik merupakan suatu pengertian yang sangat subjektif, sehingga 
parameter dan patokan dalam ketentuan ini masih sangat luas. Batasan seperti 
apa yang dapat dikatakan bahwa pendapat seseorang tersebut dapat dikatakan 
menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Terdapat banyak 
penggolongan dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran nama 
baik ini. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, apabila dihubungkan dengan 
objeknya maka terhadap kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam beberapa 
bagian, yaitu : 
a. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, 
seperti terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 KUHP); 
b. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 
KUHP); 
c. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 KUHP); 
d. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu kelompok 
atau golongan (Pasal 156 KUHP); 
e. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu (Pasal 
310 KUHP) , dan; 
f. Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Pejabat atau 
Pegawai negeri (Pasal 316 KUHP).  
Apabila dihubungkan dengan jenisnya maka penghinaan dapat 
digolongkan kedalam 5 jenis yaitu : 
a. Menista atau Pencemaran Nama Baik secara lisan {Pasal 310 ayat (1) 
KUHP}; 
b. Menista atau Pencemaran Nama Baik secara tertulis {Pasal 310 ayat 
(2) KHUP};  
c. Fitnah {Pasal 311 ayat (1) KUHP};  
d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP); 
e. Pengaduan {Pasal 313 KUHP}; 




g. Persangkaan palsu  {Pasal 318 ayat (1) KUHP}. 
Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut 
tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumnya dan juga berdasarkan 
jenisnya, namun hanya disatukan dan juga menyamaratakan seluruh muatan 
penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dalam satu Pasal 27 ayat (3). 
Lebih lanjut mengenai muatan jenis penghinaan yang terdapat dalam 
KUHP diatas, khususnya Pasal 310 ayat (1) ”Barang siapa sengaja menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan ayat (2) menyatakan ”Jika hal 
itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah”. Dari ketentuan diatas yang dengan tegas 
menyatakan bahwa penghinaan dengan secara lisan, tulisan atau gambar maka 
dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam 
KUHP tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam hal perbuatan yang 
dilakukan dalam dunia cyber sebab jika kembali kepada apa yang dimaksud 
dengan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, maka semua itu merupakan 
bagian dari lisan, tulisan atau gambar, dan lagi Informasi dan/atau Dokumen 
Elektronik yang tersaji dalam layar komputer pastilah dalam bentuk tulisan, atau 
gambar, dan apabila dapat didengar adalah dalam bentuk lisan. Maka dengan 
adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut banyak terjadi duplikasi dan 
saling tumpang tindih pengaturan yaitu dalam KUHP dan UU ITE sendiri. 
Mengenai sanksi Pidana yang dijatuhkan berkaitan pencemaran nama baik 
dalam UU No. 11 Tahun 208 tentang ITE yang terdapat pada Pasal 45, dimana disitu 
menyebutkan bahwa diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara atau 
denda paling banyak Rp. 1 Milyar rupiah dirasa hanya merupakan alasan 
pemberatan dengan media yang berbeda yaitu internet. Padahal jika dibandingkan 




peraturan yang bersifat khusus, sebab secara nyata walaupun penghinaan atau 
pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan mempergunakan sarana internet, 
dan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tidak mensyaratkan media apa yang digunakan, 
dimana intinya ”yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” atau dapat 
diakses oleh orang lain tercapai, maka Pasal dalam KUHP tersebut masih dapat 
digunakan. Oleh sebab itu, akan merasa kebingungan dalam menerapkan hukum 
yang akan digunakan, sebab ketentuan tersebut bukan merupakan concursus idealis 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2), karena ketentuan dalam UU No. 
11 Tahun 2008 tersebut bukan merupakan peraturan yang bersifat khusus. 
Terkait dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut, yakni ketentuan Pasal 36 UU 
ITE yang menyebutkan ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Maka hal tersebut 
merupakan rumusan delik materiil yang artinya perbuatan tersebut dapat dianggap 
sempurna atau selesai tindak pidananya setelah akibat terjadi, yaitu menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, sehingga akan membawa konsekuensi untuk 
memperhatikan kausalitas (sebab-akibat) dari Pasal tersebut dengan akibat yang 
terjadi. Jadi dengan muatan delik materiil, sangat sulit penegakkan hukumnya, 
sebab diperlukan pembuktian yang tidak mudah untuk membuktikan adanya 
kerugian tersebut. Lain jika mepergunakan rumusan delik formil yang artinya selesai 
atau semprnanya perbuatan pidana begitu perbuatan yang diatur dalam Pasal 
tersebut selesai dilakukan. 
Berdasarkan aspek teknis dalam ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU 
ITE tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis No. 91 Lampiran Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
menyebutkan bahwa ”Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara  tegas 
norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal-Pasal yang 
memuat norma tersebut”. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pernyataan larangan hanya dalam judul 
BAB, yakni dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG, sedang dalam Pasal-Pasal 




perintah tersebut. Oleh karena itu, Pasal-Pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar 
hukum untuk memidanakan seseorang, walaupun berada dalam judul BAB 
PERBUATAN YANG DILARANG, namun dalam Pasal tidak mencantumkan norma 
perintah atau larangan tersebut, sehingga tidak dipenuhinya larangan atau perintah 
itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan 
yang memuat sanksi pun, yakni dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 juga dirasa 
tidak tepat karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya 
pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu 
unsur. 
Dari unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) tersebut diatas, dapat 
dikatakan, jika penulis mengkaji pada ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang ITE 
yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Maka dengan 
pengaturan yang masih belum terperinci dan masih dapat menimbulkan multitafsir 
tersebut, dianggap dapat menghalangi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
disebutkan dalam tujuan pembentukan Undang-Undang ini. Selain itu bila dikaitkan 
dengan hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri, maka Pasal 27 ayat (3) ini 
dapat dikatakan menghambat usaha pengembangan diri seseorang. Khususnya 
pengembangan diri dalam kaitannya memperoleh informasi. Jelas hal ini 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UU HAM yang mengatur perlindungan 
terhadap pengembangan diri, serta mencerdaskan dirinya, Pasal 13 dalam hal hak 
untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 14 ayat 
(1) dan (2) UU yang sama terkait kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan dirinya, serta hak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis 
sarana yang tersedia. Namun jika melihat Pasal 3 UU ITE ini yang menyatakan bahwa 
“pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan 
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Maka berdasarkan ketentuan 
diatas dalam hal pemanfaatan dan juga penyampaian informasi melalui media 




pemanfaatan dan penggunaan sarana internet dalam hal menyatakan kebebasan 
berpendapat ini sangat bersifat subjektif, diserahkan kepada pengguna (user)  
pribadi. Sedangkan berdasarkan UU ITE ini, maka yang dimaksud sebagai pengguna 
berarti ialah “orang” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 
(21), meliputi orang perseorangan baik warga negara Indonesia, maupun warga 
asing serta badan hukum, namun dalam Pasal ini juga tidak mengatur terhadap 
perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau organisasi (kelompok) yang tidak 
memiliki badan hukum. 
Selain meninjau secara gramatikal atau secara bahasa atas ketentuan dalam 
Pasal 27 ayat (3) yang dianggap telah mengekang hak kebebasan berpendapat 
melalui media internet seseorang tersebut, perlu dilihat pula mengenai pola 
hubungan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut dengan ketentuan perundang-
undangan yang lain (interpretasi sistematis), khususnya yang berkaitan dengan hak 
atas kebebasan berpendapat, apakah benar bahwa ketentuan dalam pasal tersebut 
telah melanggar hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang dan 
tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait.  
Kebebasan berpendapat diakui sebagai “basic human right” dan mendapatkan 
jaminan perlindungannya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  tahun 1948. 
Dalam Pasal 19 “Semua orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir dan 
menyatakan pendapat (the right to freedom of opinion and expression); hak ini 
mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan (to 
hold opinions without interference) dan kebebasan untuk mencari, memperoleh dan 
menyebarkan informasi dan gagasan (to seek, receive and impart information and 
ideas), lewat media yang manapun dan tanpa memandang perbatasan negara.” 
Agar kebebasan untuk menyelenggarakan pendapat itu terselenggara dengan baik, 
maka harus diberikan jaminan kebebasan dan kekebalan atau imunitas, sehingga si 
pelaku akan terbebas dari rasa takut dikenai “pembalasan” oleh pihak manapun 
(Rusadi Kantaprawira dalam Krisna Harahap, 2003: 49).  
Di Indonesia jaminan akan kebebasan tersebut tertuang dalam beberapa 




28 sebelum amandemen seperti yang telah disebutkan diatas telah mengakui akan 
perlindungan dan jaminan kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia. Setelah 
amandemen, khususnya amandemen kedua, jaminan akan perlindungan ini semakin 
dipertegas dalam Pasal 28 huruf E ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya,” sedang ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan dalam Pasal 28 huruf F menyatakan 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang  tersedia”. Makna yang terkandung 
dalam ketentuan tersebut sangat jelas menyatakan bahwa secara konstitusional 
negara menjamin kebebasan setiap orang memperoleh dan menyampaikan 
informasi atau berkomunikasi melalui media apapun, karena hak untuk memperoleh 
dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi merupakan hak dan kebebasan 
(HAM) bagi semua orang atau warga negara tanpa terkecuali (M. Aliamsyah. 2008: 
123). Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni UU 
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM seperti yang telah ditegaskan diatas, bahwa 
jaminan akan kebebasan berpendapat dalam UU ini terdapat dalam Pasal 23 ayat 
(2). Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi perlindungan HAM dengan 
segala hak-haknya, termasuk hak sipil dan politik warga negaranya, maka Indonesia 
telah meratifikasi ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Politik kedalam Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2005 sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 
Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dirasa Undang-Undang ITE belum 
memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Sebab 
yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh 
dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (user) tidak 
terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan 
bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus 




dengan hak, yang diatur dalam UU ITE ini hanya mengatur tentang yang berkaitan 
dengan pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan 
Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 
“setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau 
menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data 
Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik 
yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.“ Padahal, seperti yang telah diuraikan 
diatas, bahwa telah banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan 
memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat bagi masyarakat tersebut. 
Mengingat bahwa internet merupakan sarana berkomunikasi yang tidak mengenal 
batas, maka demi menciptakan rasa keadilan dan perlindungan akan kebebasan 
berpendapat, seharusnya diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh 
seseorang sebagai penggunan atau penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak 
pribadinya tanpa rasa takut. Sebab dengan hanya mengatur mengenai kewajiban 
yang harus ditaati, maka pengguna akan buta terhadap hak apa saja yang dapat 
dimilikinya, jadi akan menciptakan perasaan takut dan kekhawatiran dalam 
menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Jelaslah hal ini 
akan terkait dengan hak pribadi seseorang. 
 
B. Pembatasan Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat  
Perlindungan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-
Undang ITE memang belum diatur secara “rigid“. Jika membahas tentang kebebasan 
berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, 
perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai 
ketentuan. The Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948, Artikel 12 
menyatakan ”Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang diganggu (arbitrary 
interference with his privacy) kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tinggalnya 
atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya 




gangguan atau pelanggaran semacam itu.“ Jelaslah dalam ketentuan tersebut, 
bahwa hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam 
Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan “Hak untuk 
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan 
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun.“ Dalam ketentuan ini juga mengatur tentang 
perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak 
dapat dikurangi oleh siapapun atau keadaan apapun. Pada bagian lain dalam UU No. 
39 Tahun 1999 tentang HAM ini, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang 
perlindungan mengenai hak pribadi seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan 
perlindungan menyoal hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi 
melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, kecuali atas 
perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan pengaturan tentang perlindungan 
kebebasan surat-menyurat dan hubungan informasi ini dapat dikaitkan dengan 
penyampaian pendapat melalui Internet. Dimana dalam melakukan hubungan lewat 
media internet disamakan dengan kegiatan surat-menyurat, yakni dengan surat 
elektronik (Email), bahkan kegiatan melalui layanan pertemanan juga dapat 
dikatakan sebagai surat-menyurat sebab hal tersebut merupakan hak pribadinya 
dengan orang lain. Jadi dengan demikian jika berdasarkan pasal diatas, maka sudah 
semestinya kegiatan tersebut tidak boleh diganggu bahkan dikurangi atau dibatasi 
(menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Menurut R. Herlambang 
Perdana Wiratraman, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi 
manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu, tidak ada hak prevelege 
negara untuk membatasi hak asasi manusia apalagi negara dibangun atas dasar 
kemerdekaan tersebut (R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2009: 126). 
Namun apakah kebebasan ini benar-benar mutlak sehingga tidak dapat 
dikurangi atau bahkan hanya sebatas untuk dibatasi agar tidak mengganggu hak 




sebagai hak asasi manusia, maka sudah barang tentu hal ini akan saling berkaitan 
antara hak yang dimiliki oleh seseorang dengan hak orang lain, bahkan akan saling 
bersinggungan. Oleh sebab itu demi menghormati juga hak yang dimiliki oleh orang 
lain, maka hak-hak yang dapat berbenturan dan menggangu hak orang lain dapat 
dikenakan pembatasan. Tetapi dalam hal pembatasan ini juga tidak sewenang-
wenang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam hal pembatasan ini juga perlu 
terdapat suatu aturan yang mengaturnya. 
Mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain, 
khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang  ITE tidak diatur di dalamnya. Pembatasan 
ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait 
dengannya, yakni dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 sebelum 
diamandemen. Dalam ketentuan tersebut terdapat klausul yang mengatakan 
pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pembatasan ini hanya dapat 
dilakukan jika telah terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Pengaturan mengenai pembatasan ini juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan 
dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) seperti 
yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang 
mengatakan “...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban 
umum, dan keutuhan bangsa.“ Oleh karena itu dalam hal penggunaan hak 
berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga lewat media 
internet, juga perlu memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-pembatasan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Pemberlakuan dan 
pengesahan terhadap pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku atas 
dasar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73 yang menyatakan bahwa 
“hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi 
oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan 
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.“ Sedangkan di dalam 
Undang-Undang HAM ini juga mempertegas mengenai pengertian pembatasan ini 




pengurangan, merusak atau penghapusan hak asasi manusia atau kebebasan dasar 
yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini tercantum dalam Pasal 74 yang berbunyi “tidak 
satu ketentuan-pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, 
partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau 
menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam 
Undang-Undang ini.“  
Kembali melihat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
tersebut, maka tidak diatur mengenai pembatasan-pembatasan seperti diatas, 
sehingga dalam pelaksanaannya seolah-olah tak terbatas, menyebabkan banyak 
terjadinya benturan dengan penegakan hukumnya, yang mana pembatasan itu ada 
dan sangat terasa. Mengapa demikian, sebab orang tidak akan berpikir 
menghubungkannya dengan ketentuan lain yang mengaturnya. Jadi UU No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE ini dianggap kurang sempurna. Tetapi memang bahwa 
pembatasan terhadap pelaksanaan suatu hak dan kebebasan perlu dilakukan 
mengingat bahwa dapat menimbulkan gesekan atau menggangu hak serta 
kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. 
Selain itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat ini, juga terdapat 
suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya. Dalam 
Konvensi Hak Sipil dan Politik seperti yang telah diketahui bahwa telah diratifikasi 
dalam UU No. 12 Tahun 2005 terlebih Pasal 19 ayat (3) menyatakan : 
“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 ini menimbulkan 
kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan 
tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjang 
diperlukan untuk:  
a). Menghormati hak atau nama baik orang lain; 
b). Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan 
atau moral umum.” 
Ketentuan mengenai pengenaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh 
seseorang sebagai subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD NKRI 




manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.“ Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J menyebutkan 
“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis.“  
Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai pembatasan dalam perundang-
undangan diatas, maka obyek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya 
sebatas : 
a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta 
kebebasan dasar orang lain; 
b. Memperhatikan nilai-nilai agama; 
c. Moral dan kesusilaan; 
d. Keamanan dan ketertiban umum, dan; 
e. Keutuhan dan kepentingan bangsa. 
Jadi yang dimaksud kebebasan disini memang tidak bebas dalam artian hak 
yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban 
terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas 
perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya 
pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang 
lain agar tidak saling merugikan. Sehingga diperlukan suatu kesadaran kepada setiap 
pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki 
orang lain. Akan tetapi lagi-lagi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dituangkan dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai 
perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur 
secara tegas dan masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya 





C. Perspektif Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena 
ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh 
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan 
martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir 
dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang 
berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-
hak tersebut. 
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). 
Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau 
betapapun kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia 
dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu 
melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Karena keuniversalan tersebut, maka 
menurut postulat hukum alam, hak-hak asasi manusia memiliki sifat hukum, 
maupun moral yang kadang-kadang tidak dapat dibedakan hak-hak asasi yang “ada” 
maupun yang “semestinya” dalam urusan-urusan manusia. Selain itu, hak-hak asasi 
tersebut mengimplikasikan tuntutan terhadap pribadi-pribadi atau lembaga yang 
menghalangi realisasi dan tolok ukur untuk menilai legitimasi dari hukum dan tradisi. 
Artinya, pada dasarnya, hak-hak asasi manusia membatasi kekuasaan Negara 
(Todung Mulya Lubis, 1993: 10). 
“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering ditunjuk untuk mewakili 
hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini 
muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolutisme 
negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi 
pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya 
hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap 
orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama 
ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari 




berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari 
penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak 
bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang 
adil. 
Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. 
Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan menunjuk pada tiadanya 
campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin 
suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya 
sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan 
intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial 
lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang 
dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau 
minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh 
berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran 
terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan 
hak-hak generasi kedua, yaitu hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sebaliknya 
justru menuntut peran aktif negara.  
Hak akan kebebasan berpendapat sebagai hak yang termasuk generasi 
pertama, berarti juga membawa segala konsekuensi yang ada di dalamnya, 
termasuk larangan untuk mengurangi atau membatasi hak tersebut. Hak atas 
kebebasan pribadi dan hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan sebagian 
hak yang paling penting disamping hak-hak yang lain. Hak akan kebebasan 
berpendapat ini sangat terkait dengan hak-hak kebebasan pribadi yang lain yang 
dimiliki oleh seseorang dan saling berhubungan serta mempengaruhi. Hak ini 
(kebebasan berpendapat) sangat terkait erat dengan hak seseorang untuk 
berserikat, dan berkumpul serta dapat pula terkait dengan hak untuk memeluk 
agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, hingga menyangkut 
terhadap kebebasan pers sendiri sebagai pilar demokrasi keempat suatu negara. 
Jadi esensi dari hak pribadi atau hak menyatakan pendapat ini sangatlah luas. 




berbarengan dengan pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran terhadap hak atas 
kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sampai kepada kebebasan pers. 
Banyak para kalangan dan pakar hukum yang menyatakan bahwa kejahatan di 
bidang HAM yang paling berat adalah kejahatan yang menyangkut kejahatan fisik 
seperti salah satunya ialah kejahatan genosida (pemusnahan massal) dan kejahatan 
perang. Namun menurut hemat penulis, disini tindakan mengurangi atau membatasi 
suatu hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga 
merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat. Mengapa demikian, 
karena menurut penulis bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan 
suatu hak yang sangat esensial dan akan memiliki ekses atau dampak yang sangat 
luas, bahkan dapat berdampak terjadinya suatu kejahatan HAM yang berupa 
kejahatan fisik. Oleh karena itu patut kiranya bahwa kebebasan berpendapat ini 
dapat diistilahkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi dapat untuk 
menunjukkan eksistensi seseorang dengan pendapatnya, namun sisi lain justru 
dapat membahayakan eksistensi orang lain. 
Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip 
demokrasi suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul 
karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul kerena adanya 
pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang 
disampaikan oleh J.J. Rousseau). Seperti yang dikatakan oleh Kuntjoro Probopranoto 
dalam bukunya Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila bahwa tanpa bebas pendapat 
yang dapat dinyatakan secara teratur yaitu secara soal jawab yang dapat dinyatakan 
dalam suatu rapat bersama atau sidang, maka tidak dapat tersusun pula “kehendak 
rakyat”, tidak dapat ternyatalah “volonte generale” atau “kehendak umum” dari 
rakyat yang harus merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi 
(Kuntjoro Probopranoto, 1979: 84). Oleh karena itu disini negara seharusnya juga 
harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini 
tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori 
diatas.  
Oleh karena syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan 




negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di 
dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga 
dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur pelaksanaan 
kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet. Undang-undang yang 
mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus 
dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara 
lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tersebut, 
maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, 
sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula 
terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah 
yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut (Krisna 
Harahap, 2003: 70). Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak 
dapat ditemukan dalam UU yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tersebut. 
Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur 
terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah 
negara demokrasi serta meningkatkan transparasi dan kontrol sosial. Hak ini 
menjadi penting karena membuka pintu terhadap terjadinya pertukaran pemikiran, 
diskusi yang sehat, dan perdebatan yang berkualitas. Dimana dengan adanya diskusi 
atau perdebatan tersebut akan memunculkan pihak koalisi dan pihak oposisi, namun 
jangan mengasumsikan oposisi secara harfiah yang berarti melawan atau 
menentang. Sebab dalam kehidupan bernegara (ketatanegaraan) argumen tersebut 
menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mana hal tersebut sangat lumrah 
terjadi. Karena kendati dalam keadaan berkuasa, tidak mungkin selalu dalam 
keadaan benar, kesalahan-kesalahan bisa terjadi dan sangat manusiawi, sehingga 
perlu adanya koreksi-koreksi. Jadi kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan 
kepentingan rakyat (masyarakat) tidak menjadi korban.  
Bahkan dengan adanya jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan 
berpendapat memastikan munculnya gagasan dan terobosan yang dibutuhkan 




dalam konteks HAM bukanlah pengutamaan yang bersifat egoistik, yaitu seolah-olah 
kondisi mutlak keindividuan itu tertutup sempurna dari kewajiban-kewajiban sosial. 
Terlebih lagi paham individualisme dalam konteks HAM bukanlah paham abstrak 
yang diperjuangkan demi individualisme itu sendiri. Justru paham individualisme itu 
diutamakan dalam rangka pembebanan sosial terhadap kebebasan memilihnya. 
Artinya, pada setiap pilihan individu yang bebas terletak juga kewajiban distribusi 
hak secara sosial. Jalan pikirannya adalah bahwa pemilikan hak selalu berarti adanya 
situasi sosial yang menghendaki hak itu dihormati oleh orang lain dan karena itu, 
relasi sosial itulah  yang mendifinisikan hak itu.  
Oleh karena pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, 
melainkan terjadi dengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan 
individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari 
itu memang diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat 
tesebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan 
individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun 
kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan 
alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan  nasional, 
dan untuk menjamin ketertiban umum. Agar pembatasan tersebut memiliki 
legitimasi, maka : 
a. pembatasan itu diatur dalam undang-undang; 
b. pembatasan itu harus memiliki tujuan yang legitimate (Toby Mendell dalam 
Kuntjoro Probopranoto, 1979: 91). 
Masih terkait dengan pembatasan tersebut, Mendell menjelaskan bahwa 
pembatasan  kebebasan berpendapat harus dirancang secara hati-hati untuk 
memfokuskan diri pada perlindungan tercapainya tujuan legitimate, pembatasan 
tidak terlalu luas, dan pembatasan harus seimbang atau proporsional. 
Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta ekses yang muncul 
oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam 




dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan seperti untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, 
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Jika dikaitkan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai kebebasan 
berpendapat yang terdapat dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum di bidang internet 
(cyberspace) di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dirasa 
masih belum dapat memenuhi apa yang menjadi syarat dalam melakukan 
pembatasan tersebut. Ketentuan tersebut belum dapat menjelaskan mengenai 
batasan-batasan seperti apa yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam 
menggunakan haknya untuk berinteraksi melalui media internet, yang diatur disini 
hanya berupa larangan atau kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang dalam 
berkomunikasi lewat internet. Padahal berdasarkan teori yang dikemukakan 
Mendell diatas bahwa pembatasan harus dinyatakan secara tertulis dalam undang-
undang, sehingga syarat tersebut belum dapat terpenuhi. 
Mengenai tujuan legitimate yang harus dipenuhi dalam hal pembatasan yang 
diberlakukan, maka tujuan seperti apa yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 
tentang ITE ini juga tidak tercantum dengan jelas. Mengingat bahwa tujuan dari 
adanya pembatasan tentang hak kebebasan menyatakan pendapat ialah untuk 
menghormati serta menjamin hak kebebasan yang dimiliki orang lain, maka 
seharusnya tertuang jelas dalam ketentuan (UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) 
tersebut. Bahkan pembatasan yang terdapat dalam UU ITE ini cenderung sangat luas 
yang menimbulkan multitafsir, jelas unsur diatas tidak terpenuhi.  
Tentang keberimbangan atau proporsional dalam penentuan pembatasan 
kebebasan menyatakan pendapat dengan batasan-batasannya, dalam UU No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE ini juga dirasa kurang. Sebagaimana yang menjadi salah satu 
alasan para pihak yang kontra dalam mengajukan Judicial Review (Peninjauan 
Kembali) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
tersebut, yaitu pemberian sanksi yang dirasa terlalu berlebihan yakni 6 tahun 
penjara sebagaimana tertulis dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang 




yang hanya cenderung bersifat melarang atau membebani kewajiban tanpa disertai 
hak yang jelas yang dapat diperoleh oleh para pengguna internet (user). 
Pada dasarnya mengenai hak kebebasan berpendapat melalui media internet, 
perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (real/Physical world) dengan dunia 
maya (cyberspace) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh 
interaksi dan aktifitas melalui internet akan memiliki dampak atau ekses bagi 
kehidupan manusia dalam dunia nyata. Termasuk juga dengan aktifitas surat-
menyurat melalui email maupun situs pertemanan serta web ataupun blog. Oleh 
karena itu, pelaksanaan hak-hak di dunia nyata, maupun dalam dunia maya beresiko 
dapat menggangu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat 
konvergensi atau titik temu maupun harmoni keterpaduan antara hukum dan 
teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan oleh hukum atau perundang-
undangan dengan jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal inilah yang terjadi 
dalam ketentuan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 
tentang ITE, bahwa dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai 
hak-hak yang dapat diperoleh oleh seseorang dalam menyampaikan pendapatnya 
melalui media internet serta batasan-batasannya. 
Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan 
dengan konvergensi dengan teknologi khususnya internet, maka dapat dilihat dalam 
berbagai segi. Pertama eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau 
relationship. Hak menegaskan hubungan yang tepat antara individu dengan 
komunalnya atau sekelompok orang dengan masyarakatnya. Sehingga hak disini 
harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan dan saat 
yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan 
terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia 
(human duties). Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari 
kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Terakhir HAM dipahami sebagai 
suatu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya 
menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati 




Dari ketiga pemahaman tentang HAM tersebut, maka sebagai bagian dari 
HAM, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga 
berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan 
menimbulkan suatu kewajiban atau tanggungjawab sebagai individu kepada individu 
lain atau masyarakat. Namun perlu juga diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan 
memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam suatu peraturan 
perundang-undangan, termasuk juga dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlindungan akan HAM 


























Dari hasil analisa yang dilakukan penulis pada BAB III sebelumnya, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE 
ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan 
menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) yang 
berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal tersebut 
diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya 
memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi 
internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka UU No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan 
pendapat yang dimiliki oleh seseorang, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-
hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet 
untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
Pengaturan mengenai larangan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut juga memuat 
ketentuan yang masih multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam 
pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dengan tidak adanya 
suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur 
menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, jadi sangat bersifat subjektif. 
Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan 
terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan 
perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan 
berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni 




dan berserikat. Jika dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lain yang 
berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka dalam UU ITE ini terdapat beberapa 
ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lain, 
misalnya dikaitkan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, hak untuk 
mengembangkan diri, dll. Sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut dianggap 
tidak relevan dengan konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 serta ketentuan dalam UU 
yang lain yang mengatur mengenai perlindungan HAM. 
Dilihat dari perspektif  HAM, dimana kebebasan berpendapat merupakan 
bagian dari hak generasi pertama yang indentik dengan hak sipil dan politik 
seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta 
perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh 
apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang 
mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi 
manusia tersebut melalui ketentuan perundang-undangan. Namun mengingat 
bahwa antara hak yang dimiliki oleh seseorang juga membawa konsekuensi adanya 
kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak 
individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial. Maka hak ini memang 
perlu mendapatkan pembatasan-pembatasan dimana berperan juga sebagai suatu 
etika dalam berinteraksi melalui berbagai media, tak terkecuali lewat media 
internet. 
Pembatasan-pembatasan tersebut tidak dengan serta merta diberlakukan 
karena kepentingan tertentu. Melainkan terdapat suatu unsur-unsur yang harus 
dipenuhi, seperti harus tertuang dalam UU dan memiliki tujuan yang legitimasi serta 
harus tidak terlalu luas dan bersifat proporsional. Melihat pada ketentuan UU ITE, 
maka masih terdapat berbagai kekurangan berkaitan dengan pembatasan-
pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan secara jelas mengenai batasan yang 
tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menyatakan pendapatnya serta tidak 
dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan 





Berkaitan dengan permasalahan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis 
kepada Pemerintah dan para Anggota Dewan dalam hal ini yang berwenang 
membuat ketentuan perundang undangan serta untuk para pengguna layanan 
internet dalam melakukan aktifitasnya guna menyampaikan pendapat dan 
berinteraksi dengan orang lain  adalah sebagai berikut : 
1. Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan 
dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, 
mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya 
informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung 
unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan 
ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan 
pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat 
didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi 
manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu. 
2. Dalam melakukan revisi hendaknya memperhatikan kesesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevansi 
diantara peraturan perundangan-undangan dan tidak saling bertentangan. 
3. Para pengguna (user) serta penyelenggara layanan (provider) hendaknya 
memperhatikan etika dalam masyarakat serta batasan-batasan dan kewajiban 
yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan haknya melalui 
media internet agar tercipta keselarasan, keadilan dan keseimbangan dalam 
pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud penghormatan dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia orang lain. 
4. Patuhi hukum yang berlaku dan jangan melanggar hukum yang ada, baik itu 
hukum di dunia maya, maupun hukum di dunia nyata. Sebab hukum di dunia 
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